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 A B S T R A K 

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu fenomena yang dapat menjadi 
permasalahan sosial. Kriminalitas adalah salah satunya. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah mengkaji pengaruh ketimpangan ekonomi terhadap 
munculnya kriminalitas dari perspektif fungsionalisme, pengaruh 
ketimpangan ekonomi terhadap munculnya kriminalitas dari perspektif 
konflik dan menemukan solusi berbasis teori problematika sosial yang dapat 
digunakan untuk menurunkan ketimpangan ekonomi yang menjadi pemicu 
kriminalitas. Metode yang digunakan adalah narrative review yang 
merangkum berbagai hasil penelitian dan mengomparasikannya satu sama 
lain sehingga dapat menghasilkan interpretasi holistik. Literatur yang telah 
terkumpul diinterpretasi dalam bentuk naratif dengan mengelompokkan 
data hasil ekstraksi yang sejenis untuk menjawab tujuan penelitian. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa perspektif fungsionalisme melihat bahwa 
ketimpangan ekonomi yang berdampak pada kriminalitas disebabkan oleh 
ketidakmampuan setiap elemen dalam menjalankan fungsinya. Perspektif 
konflik melihat bahwa ketimpangan ekonomi yang berdampak pada 
kriminalitas disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat menengah 

bawah dalam memenuhi sumber daya dalam hidupnya. Dari sudut pandang fungsionalis, solusi untuk 
ketimpangan ekonomi adalah memaksimalkan kembali fungsi elemen masyarakat yang berperan dalam 
kegiatan ekonomi. sedangkan dari sudut pandang konflik, solusinya adalah para pemilik modal menambah 
jumlah anggaran dana untuk CSR. Dapat disimpulkan bahwa perspektif fungsionalisme dan konflik 
mendukung bahwa ketimpangan ekonomi dapat berdampak pada kriminalitas. 
 

A B S T R A C T 
 

Economic inequality is a phenomenon that can become a social problem. A crime is one of the social problems 
from economic inequality. The study objectives are to examine the effect of economic inequality on the 
emergence of crime from the perspective of functionalism, the effect of economic inequality on the emergence 
of crime from a conflict perspective, and find solutions based on the theory of social problems that can be used 
to reduce economic inequality that triggers crime. The method used is a narrative review that summarizes 
various research results and compares them to produce a holistic interpretation. The literature that has been 
collected is interpreted in the form of a narrative by grouping similar extracted data to answer the research 
objectives. The results showed that the functionalism perspective saw that economic inequality that impacted 
crime was caused by the inability of each element to carry out its functions. The conflict perspective sees that 
economic inequality that impacts crime is caused by the inability of the lower middle class to fulfill the 
resources of their life. From a functionalist point of view, the solution to economic inequality is to maximize the 
function of elements of society that play a role in economic activity. Whereas from the conflict point of view, 
the solution is for the owners of capital to increase the amount of their budget for CSR. It can be concluded that 
the perspective of functionalism and conflict supports that economic inequality can impact crime. 
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1. Pendahuluan 
Ketimpangan atau disparitas ekonomi dalam sebuah negara wajar terjadi selama dalam 

batas yang normal (Anwar dkk., 2019). Tingkat ketimpangan ekonomi diukur dengan 
menggunakan indeks rasio gini yang bernilai antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan tingkat 
pemerataan ekonomi yang sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang 
sempurna (DPR-RI, 2019). Terdapat tiga kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat 
ketimpangan suatu negara, yaitu nilai indeks gini rasio < 0,35 menunjukkan ketimpangan rendah, 
0,35-0,5 menunjukkan ketimpangan sedang, dan > 0,5 menunjukkan ketimpangan tinggi (Utami, 
2020). 

 Data menunjukkan bahwa angka indeks rasio gini di Indonesia sejak tahun 2015-2019 
terus mengalami tren penurunan (BPS, 2020a). Sejalan dengan hal tersebut, tingkat kriminalitas 
di Indonesia dalam kurun waktu yang sama juga mengalami penurunan (BPS, 2018; BPS, 2019; 
BPS, 2020b). Meskipun menurun, rasio gini nasional di Indonesia dalam kurun waktu tersebut 
berada pada rentang indeks 0,35 hingga 0,5 sehingga masih tergolong dalam kategori 
ketimpangan yang sedang/moderat. Berikut adalah data lengkap perbandingan antara indeks 
rasio gini dan tingkat kriminalitas dalam kurun waktu 2015-2019. 

 
Tabel 1. 

Perbandingan antara Rasio Gini dan Tingkat Kriminalitas selama Tahun 2015-2019  

Sumber: Diolah dari BPS (2020) 
 

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, terlihat bahwa tingkat kriminalitas di Indonesia memiliki 
tren penurunan yang konsisten dari tahun 2016 hingga 2019. Pada 2019 menjadi tahun dengan 
tingkat kriminalitas terendah dengan melibatkan korban kejahatan sebanyak 1,01 persen dari 
total penduduk Indonesia (BPS, 2020b). Kriminalitas sendiri didefinisikan sebagai perbuatan 
yang dapat merugikan orang lain sehingga bertentangan dengan moral kemanusiaan, serta 
melanggar hukum dan undang-undang pidana (Sari, Hasyim, & Nurmalisa, 2015). Kejahatan dapat 
muncul karena adanya hasil interaksi antar fenomena yang saling mempengaruhi (Gosita, 2004). 

Pada semester 1 tahun 2020, angka indeks rasio gini di Indonesia mengalami sedikit 
peningkatan dari 0,080 menjadi 0,081 (BPS, 2020b). Bahkan, adanya pandemi yang berdampak 
pada kegiatan ekonomi selama tahun 2020 ini membuat banyak pihak memprediksi jika 
ketimpangan ekonomi pada semester 2 tahun 2020 akan semakin melebar (Anwar, 2020; Putra, 
2020). Sejalan dengan peningkatan ketimpangan ekonomi tersebut, Kepolisian RI (dalam Koran 
Tempo, 2020) memaparkan bahwa pada Juli 2020 telah terjadi peningkatan kriminalitas dari 
5.282 kasus menjadi 5.656 kasus atau sebesar 7,08 persen. Pada Agustus 2020 juga meningkat 
sebesar 4,49 persen dari 4.449 kasus menjadi 4.649 kasus. 

Adanya ketimpangan ekonomi tersebut dapat berdampak secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap tingkat kriminalitas (Bourguignon, 2001). Becker (1968) menyatakan bahwa 
seseorang akan melakukan tindakan kriminalitas ketika income yang diperoleh dari kegiatan 
tersebut lebih besar dibanding income yang didapatkan dari kegiatan ekonomi yang legal. 
Terdapat berbagai hasil penelitian yang membuktikan bahwa adanya ketimpangan ekonomi 
dapat berdampak pada terjadinya kriminalitas. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya telah 

Tahun Semester Rasio Gini Tingkat Kriminalitas 

2015 1 0,408 140 orang/100 ribu 
penduduk 2 0,402 

2016 1 0,397 140 orang/100 ribu 
penduduk 2 0,394 

2017 1 0,393 129 orang/100 ribu 
penduduk 2 0,391 

2018 1 0,389 113 orang/100 ribu 
penduduk 2 0,384 

2019 - 0,380 103 orang/100 ribu 
penduduk 
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dilakukan oleh Arisna (2020); Masfiatun (2019); Hardiawan (2018); Aulia (2014); Herpandi 
(2017); Satriananta (2016); Harahap (2014); Hendri (2014); Hairani dan Syahputri (2016). 
Keseluruhan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap kemunculan kriminalitas.  

Bertolak belakang dengan hasil penelitian di atas, terdapat penelitian lain yang 
menunjukkan hasil berbeda. Penelitian tersebut dilakukan oleh Mardianysah & Sukartini (2020) 
dan Rina (2019) yang mendapatkan hasil bahwa ketimpangan ekonomi berpengaruh secara tidak 
signifikan terhadap kriminalitas. Bahkan hasil penelitian Rina (2019) memiliki kecenderungan 
bahwa ketimpangan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kriminalitas. 

Telaah dari hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut menunjukkan bahwa belum ada 
penelitian lain terkait pengaruh ketimpangan ekonomi terhadap kriminalitas yang secara spesifik 
mengkaji menggunakan perspektif teori problematika sosial. Teori problematika sosial tersebut 
dapat menjawab dari sudut pandang yang berbeda sehingga dimungkinkan untuk menghasilkan 
solusi yang baru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sullivan (2016) menjelaskan bahwa 
teori problematika sosial yang relevan digunakan untuk mengkaji permasalahan ini yaitu 
perspektif fungsionalisme dan perspektif konflik. 

Perspektif fungsionalisme memandang bahwa kelompok sosial yang beranggotakan 
individu, kelompok, atau organ telah dibentuk oleh lingkungannya sebagai agen sosial yang 
memiliki fungsi dan peran tertentu dalam masyarakat. Masalah akan muncul ketika ada elemen 
yang mengalami disfungsi atau tidak mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Di 
sisi lain, perspektif konflik memandang bahwa di dalam tatanan masyarakat terdapat individu, 
kelompok, atau organ yang saling berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. 
Apabila terdapat pihak yang kalah berkompetisi dan gagal untuk mendapatkan sumber daya 
tersebut maka akan menjadi permasalahan sosial. Kegagalan juga dipengaruhi oleh minimnya 
kekuatan yang dimiliki oleh pihak tersebut (Leon-Guerrero, 2019). 

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat 
hasil penelitian yang tidak konsisten antara pengaruh ketimpangan ekonomi terhadap 
kriminalitas. Hasil yang tidak konsisten membuat penelitian terkait fenomena tersebut perlu 
untuk dikaji kembali. Di samping itu, belum adanya penelitian lain yang melihat fenomena 
tersebut dari sudut pandang teori problematika sosial juga membuatnya perlu dikaji lebih 
mendalam. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah a) mengkaji pengaruh ketimpangan ekonomi 
terhadap munculnya kriminalitas dari perspektif fungsionalisme; b) mengkaji pengaruh 
ketimpangan ekonomi terhadap munculnya kriminalitas dari perspektif konflik; c) menemukan 
solusi berbasis teori problematika sosial yang dapat digunakan untuk menurunkan ketimpangan 
ekonomi yang menjadi pemicu kriminalitas. 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah a) secara teoritis dapat menjadi 
rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh 
ketimpangan ekonomi terhadap kriminalitas; b) secara praktis bagi pemerintah dapat menjadi 
pertimbangan dalam membuat kebijakan. Sedangkan bagi masyarakat yang menjadi objek, dapat 
menjadi acuan dalam melakukan introspeksi dan perbaikan dalam sesuai solusi. 

 
2. Metode 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah narrative review. Narrative 
review merupakan kajian yang merangkum berbagai hasil penelitian dan membandingkannya 
satu sama lain sehingga menghasilkan interpretasi yang holistik. Oleh karena itu, dalam 
melakukan narrative review, perlu ditetapkan secara eksplisit kriteria pencarian literatur dan 
kriteria inklusi. Salah satu cara terbaik untuk melakukan narrative review pada literatur adalah 
dengan mendeskripsikan secara singkat hasil utama berdasarkan tingkat kekuatan bukti, ruang 
lingkup penelitian, dan relevansi dengan topik penelitian (Gasparyan dkk., 2011). 

Penelitian narrative review dimulai dengan menentukan topik dan ruang lingkup yang 
akan menjadi fokus penelitian sehingga dapat merumuskan judul penelitian. Penulis juga harus 
mampu mendeskripsikan urgensi dan kebaruan topik penelitian yang ingin diteliti. Selanjutnya 
penulis dapat menentukan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Hasilnya yaitu topik 



Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 7, No. 2, Desember 2021, pp. 170-178 173 

 

Agung Minto Wahyu, Panji Galih Anugrah, Achmad Muhammad Danyalin, Rakhmaditya Dewi Noorrizki / Ketimpangan Ekonomi 
Berdampak pada Tingkat Kriminalitas? Telaah dalam Perspektif Psikologi Problematika Sosial  

yang diangkat dalam penelitian ini adalah ketimpangan atau kesenjangan ekonomi dan tingkat 
kriminalitas. Tahap kedua adalah melakukan proses pencarian literatur dengan menggunakan 
kata kunci yang relevan dengan topik penelitian. literatur dapat dicari melalui berbagai sumber 
yang tersedia secara elektronik dan cetak. Setelah literatur terkumpul, kemudian dilakukan 
proses pemilihan literatur untuk mempermudah proses analisis. Database dan kata kunci dalam 
pencarian literatur telah tergambar dalam Tabel 2. Tahap ketiga adalah menulis. Proses penulisan 
dimulai dengan menggabungkan poin-poin informasi dari berbagai literatur menjadi satu 
kesatuan yang utuh. Poin-poin informasi tersebut kemudian dideskripsikan secara lebih 
mendalam untuk penelitian selanjutnya sekaligus menjawab kebutuhan praktis. Setelah itu, 
langkah selanjutnya adalah menemukan poin-poin baru berbasis bukti yang dapat menjadi 
temuan analisis. Penulis juga wajib mencantumkan berbagai sumber pustaka yang pernah 
digunakan dalam daftar referensi. 

Pengumpulan literatur dalam penelitian ini dilakukan Desember 2020 hingga Februari 
2021. Pencarian dilakukan menggunakan pada berbagai database seperti, Google Scholar. Kata 
kunci yang digunakan 1) kesenjangan ekonomi; 2) kriminalitas; 3) kesenjangan ekonomi 
terhadap kriminalitas; 4) perspektif sosiologi dalam memandang problematika ekonomi; 5) 
narrative review method. Kriteria yang ditetapkan untuk melakukan seleksi literatur adalah 
artikel yang ditulis secara ilmiah dan relevan dengan topik penelitian, artikel dapat diakses secara 
lengkap, dan artikel diprioritaskan paling terbaru. Berikut adalah selengkapnya. 

 
Tabel 2. 

Kriteria Pengumpulan Literatur 
Mesin Pencarian Kata Kunci 

1. Google Scholar 
2. Sinta 
3. Google News 
4. Sciencedirect 

1. Kesenjangan ekonomi 
2. Kriminalitas  
3. Kesenjangan ekonomi terhadap kriminalitas 
4. Prespektif sosiologi dalam memandang problematika ekonomi 
5. Narrative review method 

 
Literatur yang telah terkumpul disintesis secara naratif dengan mengelompokkan data 

hasil ekstraksi yang sejenis untuk menjawab tujuan penelitian. Analisis isi literatur dilakukan 
dengan koding berdasarkan substansi inti atau garis besar yang diuraikan dalam sebuah kalimat, 
kemudian dilakukan pencarian persamaan dan perbedaan pada literatur sehingga dapat menjadi 
sebuah kesimpulan. 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

Menurut perspektif fungsionalis, masyarakat terdiri dari elemen-elemen yang saling 
berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Masing-masing elemen memiliki 
fungsi yang berbeda yang saling berkaitan dalam proses mencapai sebuah tujuan. Jika salah satu 
elemen gagal dalam menjalankan fungsinya, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam 
masyarakat yang berpotensi memicu munculnya problematika sosial  (Sullivan, 2016). 

Perspektif fungsionalis memandang permasalahan ketimpangan ekonomi yang terjadi di 
masyarakat sebagai akibat dari adanya elemen masyarakat yang tidak berfungsi sebagaimana 
mestinya. Elemen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi diantaranya yaitu 
pemerintah, pemilik usaha, dan para pekerja. Elemen-elemen tersebut memiliki fungsi masing-
masing dan saling bekerjasama untuk mencapai kesejahteraan ekonomi (Leon-Guerrero, 2019).  
Ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, menurut Ebel dan Yilmaz (2002), dipengaruhi 
oleh pertumbuhan ekonomi, investasi, indeks pembangunan manusia (IPM), dan produktivitas 
tenaga kerja. Tingkat produktivitas tenaga kerja yang berbeda antara satu daerah dengan yang 
lainnya dapat memperlebar ketimpangan ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri, 
dkk. (2015) menyatakan bahwa pada tahun 2010 terjadi penurunan produktivitas pekerja di 
Kalimantan. Menurut hasil penelitian Amin (2014) menyatakan bahwa pekerja di Sulawesi Utara 
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justru mengalami peningkatan produktivitas dalam kurun tahun 2008-2012.  Jika ditinjau dengan 
apa yang disampaikan Ebel dan Yilmaz (2002), perbedaan tingkat produktivitas tenaga kerja di 
dua daerah tersebut akan menyebabkan semakin meningkatnya ketimpangan ekonomi. Ketika 
ditarik benang merah dari fenomena ini, maka ketimpangan ekonomi yang terjadi disebabkan 
karena gagalnya tenaga kerja untuk menajalankan fungsinya secara maksimal. 

Data tingkat kriminalitas yang dilaporkan oleh BPS, pada tahun 2010, di Kalimantan 
mengalami peningkatan angka kriminalitas dari yang sebelumnya sebanyak 7.180 kasus menjadi 
10.007 kasus. Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa peningkatan ketimpangan 
ekonomi masyarakat Kalimantan diikuti dengan peningkatan tingkat kriminalitas. Oleh karena itu 
dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesenjangan ekonomi dapat menjadi salah satu factor 
penyebab semakin bertambahnya tingkat kejahatan.  

Disamping karena belum optimalnya tenaga kerja dalam menjalankan fungsinya, 
ketimpangan ekonomi juga dapat disebabkan karena minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan 
(Adelman & Morris, 1973). Safutra (2020) menyatakan bahwa minimnya lapangan pekerjaan 
yang tersedia berdampak pada tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data 
Badan Pusat Statistik BPS angka pengangguran di Indonesai sampai Februari 2020 mencapai 6,88 
juta orang. Permasalahan pengangguran nasional merupakan salah satu tanggung jawab 
pemerintah (Pigai, 2019).  Untuk itu, ketimpangan ekonomi juga dapat disebabkan karena ketidak 
maksimalan pemerintah menjalankan fungsinya dalam menyediakan lapangan pekerjaan.  

 Sjafrizal (2012) juga menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi juga dapat disebabkan 
karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi 
akan cenderung lebih cepat pada daerah yang menjadi tempat konsentrasi kegiatan ekonomi. 
Kondisi ini yang akan mendorong meningkatnya kesenjangan ekonomi.  

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintah membuat kebijakan 
mengenai pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang awalnya sentralis menjadi desentralis. 
Namun, kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan adanya sentralisasi kegiatan ekonomi. 
Contoh kasus yang terjadi misalnya di Pasuruan, kegiatan ekonomi di daerah tersebut sebagian 
besar masih terpusat di wiliayah bagian barat. Hal ini menyebabkan timbulnya ketimpangan 
ekonomi antara masyarakat yang tinggal di wilayah barat dan timur, oleh karena itu ketimpangan 
ekonomi yang terjadi di Pasuruan menjadi salah satu penyebab meningkatnya tingkat 
kriminalitas, seperti pencurian dengan kekerasan (curas), pembegalan, dan perampokan (Muslim 
dan Ahwan, 2018). Didukung data yang menunjukkan telah terjadi 73 kasus pembegalan di 
wilayah hukum Polres Kota Pasuruan bahwa selama tahun 2019 (Warta Bromo, 2019), dan 57 
kasus pembegalan di wilayah hukum Polres Kabupaten Pasuruan (Arifin, 2019). Diperkuat dari 
hasil wawancara dengan Kepala Pembina Narapidana di Jawa Timur menyatakan bahwa jumlah 
narapidana kasus pembegalan di Lapas Kelas IIB Pasuruan menjadi yang tertinggi di Jawa Timur.  

Peningkatan ketimpangan ekonomi karena belum optimalnya fungsi elemen masyarakat 
dapat menyebabkan peningkatan kriminalitas. Menurut Reksohadiprojo & Karseno (1985) 
kejahatan atau kriminalitas pada hakikatnya terjadi karena adanya elemen-elemen masyarakat 
yang tidak menjalankan fungsinya secara maksmial. Oleh karena itu, masyarakat memiliki 
melakukan kriminalitas sebagai upaya untuk mempertahankan hidup. 

Berbeda dengan perspektif fungsionalis, perspektif konflik memandang ketimpangan 
ekonomi sebagai suatu hal yang wajar, bukan sebagai suatu permasalahan. Karena perspektif 
konflik memandang bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok kepentingan berbeda yang 
saling berkompetisi untuk mendapatkan sumberdaya yang ada. Dalam hal ini adalah ekonomi. 
Adanya konflik kepentingan dalam kegiatan ekonomi justru menjadi ciri khas dalam masyarakat 
(Sullivan, 2016). Permasalahan terjadi, menurut perspektif konflik, ketika kelompok-kelompok 
yang berkuasa merasa bahwa telah terjadi ketidakadilan dalam pendistribusian sumberdaya. 
Sehingga, terkadang, kelompok berkuasa saling bekerjasama untuk mendapatkan lebih banyak 
lagi sumberdaya yang ada (Sullivan, 2016). 

Fenomena ketimpangan ekonomi, sesuai dengan perspektif konflik, dapat terlihat pada 
apa yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2019 menunjukan bahwa indeks gini mencapai 0,423.  
Hal ini dikonformasi oleh BPPD D. I Yogyakarta yang menyatakan kondisi tersebut terjadi karena 
adanya ketidak merataan persebaran pendapatan antara masyarakat kaya dan miskin (BPS, 
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2019). Fenomena serupa juga terjadi di Papua dari  data yang di rilis Word Bank (2019), Papua 
menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia di mana sebanyak 27 persen 
masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi 
para pimpinan yang ada di PT. Freeport, Papua yang gajinya mencapai ratusan juta per bulan 
(Charisma, 2017). Hal itu terbukti membuat Papua masih menduduki posisi 5 besar provinsi 
dengan ketimpangan ekonomi tertinggi di Indonesia dengan indeks rasio gini sebesar 0,397 (BPS, 
2020c). 

Dalam konteks nasional, ketimpagan ekonomi juga terjadi. Menurut Direktur Eksekutif 
Megawati Institute, Arif Budimanta (dalam Hamdani, 2017), 45 persen kekayaan nasional hanya 
dikuasai oleh 1 persen penduduk. Sedangkan 55 persen sisanya dimiliki oleh 99 persen penduduk 
Indonesia. Hal ini jelas merupakan bukti ketimpangan ekonomi karena kekayaan nasional hanya 
dikuasai sebagian kecil penduduk. Hal itu menimbulkan kecemburuan sosial dari kaum menengah 
ke bawah kepada kaum menengah ke atas (Bappenas, 2017). 

Kelly (2000) menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi menyebabkan timbulnya peluang 
terhadap aksi kriminalitas. Hal ini dibuktikan dengan data kriminalitas di Kota Medan mulai tahun 
2000-2017 yang mengalami peningkatan signifikan. Herpandi (2017) menyatakan bahwa 
meningkatnya angka kriminalitas di Medan disebabkan karena tingginya ketimpangan ekonomi 
yang terjadi.  

Penelitian Efendi (2021) juga menyebutkan bahwa selama 2014-2019 di pulau Jawa 
mengalami peningkatan tingkat kriminalitas dimana ketimpangan ekonomi menjadi faktor utama 
dibandingkan faktor lain seperti pengangguran dan pendidikan. Selain itu, Septaria (2021) juga 
menyebutkan bahwa adanya ketimpangan Ekonomi di Kota Banjarmasin berpengaruh signifikan 
dalam menambah angka kriminalitas yang terjadi.  

Solusi berbasis perspektif fungsionalis bagi permasalahan ketimpangan ekonomi yaitu 
dengan memaksimalkan kembali fungsi elemen-elemen masyarakat yang terkait dengan kegiatan 
perekonomian (Lybbert dan Wydick, 2017). Pemerintah diharapkan mampu membuka lapangan 
pekerjaan yang lebih banyak agar dapat menekan angka pengangguran. Selain itu pemerintah juga 
diharapkan lebih giat dalam mengupayakan desentralisasi kegiatan ekonomi. (Holden dan 
Sparrman, 2018)  

Solusi berdasarkan perspektif konflik bagi permasalahan ketimpangan ekonomi yang 
dapat digunakan adalah para pemilik perusahaan besar mengalokasikan lebih banyak dana untuk 
corporate social responsibility (CSR). Para pemilik perusahaan besar dapat menggunakan dana 
CSR tersebut untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tingkat ekonominya rendah 
atau memberikan beasiswa kepada anak-anak yang memiliki potensi, tetapi berasal dari keluarga 
kurang mampu. Hal itu dapat menjadi sarana untuk mendistribusikan aset dari masyarakat 
menengah atas untuk masyarakat menengah ke bawah (Barnett dkk., 2020). 

 
4. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa a) ketimpangan ekonomi 
berdasarkan sudut pandang fungsionalis disebabkan karena adanya elemen masyarakat yang 
tidak menjalankan fungsinya secara maksimal. b) Selain itu ketimpangan ekonomi dipandang dari 
sudut pandang konflik bahwasanya ketimpangan bukanlah problematika sosial, hal ini 
dikarenakan dalam masyarakat terdapat kelompok kepentingan yang berbeda dan saling 
memperebutkan sumber daya yang ada. c) Solusi yang dapat diterapkan pada fenomena ini adalah 
yang pertama pemerintah dapat mendorong elemen masyarakat untuk meningkatkan fungsinya 
di masyarakat. Selain itu bagi para pemilik modal dapat membagikan sebagian hartanya untuk 
pembiayaan pendidikan dan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu yang ada di 
sekitarnya. 
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